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NOMOR : 11/07/1/2018

TENTANG

PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( KPMD )

DESA REMBUL
KEPALA DESA REMBUL

bahwa dalam rangka sukses dan lancarnya Kegiatan perencanaan,pelaksanaan
dan pemeliharaan pembangunan di desa, maka perlu adanya pendampingan
dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

( KPMD ) di Tingkat Desa ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka perlu menetapkan Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ) dengan Keputusan Kepala Desa
Rembul tentang Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD )
Desa Rembul.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5495) ;

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang
perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679) ;
Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015
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KEDUA

10.

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentag Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 TAHUN 2014 TENTANG Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2015 tentang pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi jawa Tengah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun
2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Bupati Pemalang nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Desa Rembul Nomor... Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Rembul Tahun 2018-2021;

Peraturan Desa Rembul Nomor.... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Rembul Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA REMBUL TENTANG PENETAPAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( KPMD ) DESA REMBUL KECAMATAN
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ....

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ) Desa Rembul dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Adapun Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ) sebagaimana

dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

a. Mengikuti Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan peta sosial pade
saat musyawarah dusun ;

c. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian
gagasan seperti data kelompok masyarakat, yang ada didesa, data
penduduk miskin, hasil pendataan RTM dan Data pendudkung
lainya,sebagai bahan untuk pembahasan di Musyawarah Desa perencanaan
usulan desa ;

d. Membantu Tim Pengelola Kegiatan dan Kepala Desa mulai dari Persiapan
sampai dengan selesainya penyelenggaraan pertemuan musyawarah di
desa ;

e. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah desa ;

f. Menyusun usulan desa bersama Tim Penyusun RPJMDesa maupun
RKPDesa ;

g. Melakukan survai dan mengumpulkan data pendukung usulan termasuk
kesediaan swadaya,perkiraan jumlah penerima manfaat,perkiraan besarnya
biaya kegiatan sebagai bahan usulan kegiatan ;

h. Memfasilitasi Proses penyusunan desain dan rencana anggaran biaya
kegiatan yang masuk prioritas yang akan didanai ;

i. Membantu Tim Pengelola Kegiatan dalam penyelenggaraan Musdes
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Pertanggungjawaban ;

Memberikan Masukan dan bimbingan teknis yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan pekerjaan di lapangan ;

k. Membantu TPK dalam pembuatan administrasi yang baik dan benar ;

. Membantu TPK dalam pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan
pekerjaan baik pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan ;

m. Membantu TPK untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa;

>

Memantau hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan

didesa.
0. Mengikuti Pertemuan Forum KPMD;

Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yaitu:

a.

b.

C.

Pelopor, yaitu merintis atau memelopori gagasan-gagasan kegiatan
pemberdayaan masyarakat;

Penggerak, yaitu yang memotivasi, mendorong dan menggerakkan
partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;

Pembimbing, yaitu memfasilitasi, membelajarkan, memberi masukan
atau mendampingi kelompok sasaran masyarakat;

Perencana, yaitu memproses perencanaan kegiatan secara partisipatif,
mulai dari pendataan potensi, asset dan masalah, kebutuhan, prioritas
dan rencana kegiatan pembangunan desa secara partisipatif;

Perantara, vyaitu yang menghubung-hubungkan antara berbagai
kepentingan atau antara kebutuhan dengan sumber daya kegiatan
pembangunan partisipatif;

Advokasi, yaitu memberikan advokasi dan atau mewakili kelompok
masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan
mendorong para pembuat keputusan untuk mau mendengar,
mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
Pelaksana, yaitu mengorganisir warga masyarakat dan melaksanakan
hal-hal teknis didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat yang belum dapat dilakukan oleh warga
masyarakat;

Pembaharu, yaitu yang memperbaiki atau memperbaharui kegiatan
pemberdayaan masyarakat kearah yang lebih baik atau lebih unggul;

Dalam melaksanakan tugasnya KPMD harus selalu berkoordinasi dengan pihak-
pihak yang terkait dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

Segala biaya yang diakibatkan dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rembul tahun ... Kode Rekening
2. 4. 14;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembul
Pada tanggal 20 Januari 2018

KEPALA DESA REMBUL
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